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ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 05 Tahun
2012 dalam Rangka Pemanfaatan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten

Deli Serdang

Diky Listanto
1603100039

Jam belajar masyarakat adalah suatu upaya untuk menumbuh
kembangkan budaya belajar dengan menciptakan suatu kondisi lingkungan
yang ideal yang dapat mendorong proses belajar mengajar anak atau warga
belajar, dan dapat berlangsung dalam suasana aman, nyaman, tertib dan
menyenangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jam belajar
masyarakat di Desa Bakaran Batu Kabupaten Deli Serdang. Adapun rumusan
masalah yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang
nomor 05 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat di
Kabupaten Deli Serdang. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode
deskriptif dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Deli Serdang nomor 5 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam
belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, sudah terimplementasi namun
kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya
pemahaman masyarakat akan pentingnya jam belajar, kurangnya sosialisasi dari
implementator setempat, kurangnya Kkerjasama masyarakat dan Instansi
Pemerintah dalam menerapkan jam belajar masyarakat sehingga peraturan
tersebut kurang dimanfaatkan. Namun, tindakan-tindakan Dinas Pendidikan dan
instansi terkait di Kabupaten Deli Serdang terutama Desa Bakaran Batu dalam
menangani jam belajar masyarakat telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing. Pada awalnya hasil yang didapatkan cukup baik dengan
ditandainya antusias masyarakat saat di sosialisasikannya jam belajar masyarakat
namun saat ini jam belajar masyarakat kurang dimanfaatkan. Aspek evaluasi dan
monitoring terhadap jam belajar masyarakat juga sudah dijalankan sebaik
mungkin secara berkala oleh Aparatur Desa, dan Dinas Pendidikan sesuai
peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 5 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Pemanfaatan jam belajar masyarakat
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta
didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi
faktor utama bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang
zaman. Pendidikan menjadi hal yang sangat fundamental bagi kehidupan
seseorang, pendidikan yang baik terbentuk dari pola dan sistem pendidikan yang

baik.

Pendidikan merupakan salah satu faktor modal utama untuk menjalani
kehidupan di masa yang akan datang. Menempuh pendidikan tidak hanya
diperoleh di lingkungan sekolah, melainkan dapat diperoleh dari lingkungan
lainnya seperti lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak lepas dari dunia
pendidikan, maka priorotas utama dari pendidikan adalah belajar. Untuk saat ini
kesadaran setiap individu khususnya kalangan pelajar sulit untuk diterapkan
kembali seperti masih ada beberapa Peserta Didik di warung internet yang tidak
memanfaatkan Jam Belajar. Maka perlu bimbingan dan pengawasaan dari
berbagai pihak baik dari pihak keluarga,masyarakat dan Instansi terkait. Sehingga
akan terbentuk suatu kebiasaan dan kedisiplinan yang baik oleh peserta didik

untuk menerapkan pola belajar yang efektif. Salah satunya adalah melalui



program yang ada di masyarakat yang di kenal dengan istilah “jam belajar

masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 05 tahun
2012 pada bab XIV bagian kelima tentang jam belajar masyarakat dijelaskan
bahwa, 1) Pemerintah Daerah menetapkan jam belajar masyarakat mulai pukul
19.00 — 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada setiap hari Senin sampai
dengan hari Jum’at, 2) Pengecualian Jam Belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) jika hari tersebut merupakan hari libur nasional, 3) Pada Jam-jam belajar
orangtua/wali peserta didik wajib mengawasi peserta didik untuk berada di rumah,
4)Pada jam-jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dilarang
berada di tempat-tempat yang menyebabkan peserta didik berada pada situasi
tidak belajar, seperti tempat liburan, keramaian umum,tempat hiburan, keramaian
umum, tempat permainan ketangkasan, warung telekomunikasi yang
mengoperasikan game online, dan tempat-tempat lain yang tidak pantas seorang

peserta didik berada di dalamnya.

Jam belajar masyarakat (JBM) yaitu merupakan waktu untuk masyarakat
supaya belajar dalam artinya pada waktu-waktu tertentu yang di tentukan antara
jam 19.00 sampai 21.00 WIB, maka dianjurkan untuk tidak menyalakan televisi,
Handphone dan dilarang berada di tempat-tempat hiburan yang menyebabkan
peserta didik pada situasi tidak belajar. Jam belajar masyarakat merupakan ikhtiar
atau usaha untuk mewujudkan masyarakat pembelajar (learning society). Dengan
jam belajar masyarakat diharapkan akan terbentuk situasi yang kondusif

dilingkungan masyarakat, sehingga para peserta didik dapat belajar dengan baik.



Pemberlakuan jam belajar masyarakat (JBM) antara jam 19.00 sampai
21.00 WIB agar tercipta iklim belajar yang kondusif bagi peserta didik, guna
mendukung keberhasilan belajar. Dengan jam belajar masyarakat diharapkan
tercipta situasi yang kondusif dilingkungan masyarakat sehingga para peserta
didik dapat belajar dengan baik.Namun pada penerapannya masih perlu dikaji
efektifitasnya. Selama ini, jam belajar masyarakat yang dimulai pukul 19.00-
21.00 WIB dinilai kurang efektif.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis,pada jam-jam tersebut di mana
banyak tayangan televisi yang memiliki nilai jual tinggi, meningkatnya
penggunaan handphone yang dilakukan peserta didik pada saat jam-jam tersebut,
dan warung telekomunikasiyang mengoperasikan game online serta masih
menerima peserta didik pada jam-jam tersebut. Indikator memudarnya
pelaksanaan jam belajar masyarakat di wilayah Deli Serdang ini menarik
perhatian peneliti untuk melaksanakan kajian dan penelitian.

Salah satu faktor yang menjadikan diberlakukannya Peraturan Daerah ini
karena beberapa pertimbangan diantaranya yaitu bahwa kepedulian masyarakat
terhadap pendidikan khususnya keluarga sangat menentukan keberhasilan
pendidikan dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu
ditanamkan disiplin belajar kepada peserta didik, Serta dalam rangka untuk
meningkatkan budaya membaca dan belajar bagi peserta didik dan warga

masyarakat di Deli Serdang, maka perlu diadakan jam belajar masyarakat.



Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan semua lapisan masyarakat dan
pihak terkait dilibatkan untuk menciptakan kesadaran belajar dan disiplin terhadap
waktu belajar itu sendiri. Agar terciptanya masyarakat yang tertib. Persoalan
dilapangan yang terjadi bahwa banyak kasus yang melakukan kegiatan ini dan
tidak melakukan kegiatan ini. Dalam Peraturan Daerah tersebut semua masyarakat
dilibatkan yakni di tingkat Desa atau kelurahan, kecamatan dan Dinas
Pendidikan.Tujuan dari jam belajar masyarakat juga sebagai gerakan dan salah
satu model umpan terobosan yang simpatik guna menciptakan kondisi lingkungan
yang tertib dan aman.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan telah
memberikan baliho ukuran 3x2 kepada lurah atau kepala desa seKabupaten Deli
Serdang sebagai salah satu upaya mengingatkan masyarakat agar peduli dan
tanggap terhadap pendidikan pada tanggal 23 Januari 2015. Namun,upaya
pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pemanfaatan jam belajar masyarakat
masih belum efektif karena realitanya dibeberapa desa kelurahan belum
menerapkan dan bergerak sehingga peserta didik dan masyarakatnya tidak
berpasrtisipasi aktif dalam terlaksananya jam belajar masyarakat.

Jam belajar masyarakat pada saat ini mulai menurun dan bahkan mulai
ditinggalkan begitu saja. Harus adanya evaluasi dan monitoring mengenai
kebijakan jam belajar masyarakat ini oleh pihak Dinas Pendidikan Deli Serdang
bersama Desa/kelurahan yang seharusnya melakukan evaluasi dan monitoring

tersebut.



Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan di atas, maka
penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 tahun 2012 Dalam Rangka

Pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

1.2  Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dilakukan agar arah penelitian lebih jelas dan
masalah yang diteliti tidak terlalu luas. Dalam penelitian ini, penulis membatasi
dalam hal lokasi Penelitian yang dipusatkan di Desa Bakaran Batu Kecamatan

Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi
peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 05 tahun 2012 dalam rangka

pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang ?

1.4 Tujuan Penelitian
Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa
adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai

sasaran sebagaimana yang diharapkan.



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 Kabupaten Deli Serdang Dalam Rangka

pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan  serta memperluas wawasan penulis  mengenai
penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemanfaatan jam belajar
masyarakat.

b. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah
yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Aspek Akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian Sarjana lImu Administrasi Publik Fakultas llmu

Sosial dan IImu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.6  Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar
dapat melihat dan mengkaji penelitian ini maka dibuat sistematika penulisan yang

dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:



BAB |

BAB |1

BABIII

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN
Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah,
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan teori implementasi, pengertian
kebijakan publik, Pengertian implementasi kebijakan publik,
pengertian pemanfaatan, dan jam belajar masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah metode penelitian,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kerangka konsep,
defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, lokasi Penelitian.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil
pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran
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URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian
dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep
guna menghindari adanya salah pengertian. Adapun yang menjadi uraian teoritis
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1  Pengertian Implementasi

Menurut Purwanto (2012 : 12) implementasi merupakan suatu keluaran
kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementator
kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan
kebijakan.

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier
(1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65),
mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus
perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan
Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun
untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Usman (2002: 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas,
aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar

aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.



Menurut Dunn (2003:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan
untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun
swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara lebih khusus, menyebutkan
dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis
Kebijakan Publik.

Menurut Guntur (2004:39) implementasi adalah suatu perluasan yang
saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut  Grindle  (2014:149) memberikan pandangan tentang
implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi ialah
membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa
direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu,
tugas implementasi mencakup terbentuknya™™ a policy delivery system ™ dimana
sarana-sarana terbentuk dirancang dan disarankan dengan harapan sampai pada
tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide,
konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan
dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan
sikap.

Menurut Nurdin (2002:17) implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan
,atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas,

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
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Sedangkan menurut Guntur (2004:39) implementasi adalah suatu perluasan
aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan
untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono,
2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of
policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel
tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group
termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group,
sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak
sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh
sumberdaya yang memadai.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah
suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya
akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-

sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003 : 2) kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas
pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara
langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan

masyarakat.
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Menurut Syafiie (2006: 104) kebijakan publik adalah semacam jawaban
terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan
mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur inovasi dan
pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Anderson dalam Taufiqurohman (2015 : 12) kebijakan publik
merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti
dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan
suatu masalah tertentu.

Menurut Abidin (2012:23) mengemukakan beberapa ciri-ciri kebijakan
publik yaitu : a)setiap kebijakan harus ada tujuan.Artinya,pembuatan suatu
kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan
membuatnya.Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan; b)kebijakan tidak berdiri
sendiri ,terpisah dari kebijakan yang lain. Namun,ia berkaitan dengan berbagai
kebijakan dalam masyarakat,dan berorientasi pada implementasi ,interpensi,dan
penegakan hukum; c) kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah,bukan
apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah; d) kebijakan
dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk
melaksanakan atau menganjurkan.

Kebijakan Publik mempunyai ciri-ciri yaitu menurut Suharno (2010: 22-
24), ciri-ciri  khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada
kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan

daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
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Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan
suatu tindakan yang direncanakan.

b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling
berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan
oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang
berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk
membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula
dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi
dan pemaksaan pemberlakuan.

c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan
pemerintah dalam bidang tertentu.

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, munkin pula negatif,
kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk
tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-

masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Menurut Wahab (2004:6) ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

a Kebijaksanaan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada
tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan
kebetulan. Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem-sistem politik
moderen pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba
kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

b. Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling

berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan
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oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-
keputusan yang berdiri sendiri.
¢ Kebijaksanaan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

d Kebijaaksanaan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula
negatif. Bentuk positif, kebijaksanaan negara mungkin akan mencakup
beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi
masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan
meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak
bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah
dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Dilihat dari ciri-ciri kebijakan publik di atas, kebijakan publik merupakan
tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan,
kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang direncanakan dan terdiri atas
tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan
tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

Selain mempunyai ciri-ciri, Kebijakan Publik mempunyai proses
kebijakan publik yaitu menurut Hamdi (2014:79) proses kebijakan publik dapat
dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan
publik. Proses pembuatan kebijakan public diantaranya : a) Penentuan Agenda
yaitu bagaimana masalah-masalah dipandang dan dirumuskan,mengarahkan
perhatian,dan masuk menjadi agenda public; b)Formulasi Kebijakan yaitu

formulasi kebijakan menunjuk pada proses perumusan pilihan-pilihan atau
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alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan; c) Penetapan kebijakan
yaitu penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap
alternatif kebijakan yang tersedia; d) Pelaksana Kebijakan yaitu tahap ini pada
dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja.

Proses kebijakan publik akan terdiri dari langkah-langkah, (Dye, 1981:
340), yaitu: 1) problem identification (indentifikasi masalah kebijakan), 2)
formulation (tahapan formulasi kebijakan), 3) legitimation (legitimasi kebijakan),
4) implementation (implementasi kebijakan), dan 5) evaluation (evaluasi
kebijakan). Oleh karena itu, semua tahapan dalam proses kebijakan publik sama
pentingnya dengan pihak-pihak yang berperan dalam proses itu, karena semuanya
memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dan mendukung satu
dengan yang lainnya.

Budi Winarno menyebut proses kebijakan sebagai proses pembuatan
kebijakan yang berbeda dengan perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan
merujuk pada aspek-aspek bagaimana masalah-masalah menjadi perhatian aktor
pembuat kebijakan publik, bagaimana kebijakan dipilih dari berbagai alternatif
yang saling berkompetisi. Pembuatan kebijakan merupakan keseluruhan tahap
dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan. Proses kebijakan
publik atau proses pembuatan kebijakan publik inilah yang akan dibahas dalam

modul ini.



15

Proses kebijakan publik merupakan proses yang rumit, yaitu:

5.3 Melibatkan percabangan yang luas.

Yaitu berhubungan dengan keseluruhan sistem, perubahan pada satu aspek
sosial akan berdampak pada keseluruhan sistem.

5.4 Melibatkan perspektif jangka panjang.

Keputusan dalam proses kebijakan publik diharapkan bukan hanya
berdampak positif pada jangka waktu yang pendek tetapi juga diharapkan
sampai jangka waktu yang panjang.

5.5 Menggunakan sumber-sumber Kkritis untuk meraih kesempatan yang
diterima dalam lingkungan yang berubah.Sumber daya manusia dan bukan
manusia harus dikondisikan agar selalu dapat mendukung situasi dan
lingkungan yang dinamis yang dihadapi proses kebijakan publik.

5.6 Merupakan proses intelektual.
Artinya tahap-tahap di dalam proses kebijakan publik membutuhkan
pemikiran-pemikiran yang rasional.

5.7 Kelanjutan proses sosial yang dinamis.

Proses kebijakan publik merupakan proses sosial yang dinamis dari
implementasi hingga perbaikan dan penyesuaian kebijakan terhadap
lingkungan yang berubah. Setiap perubahan sosial yang terjadi akan
direspons oleh aktor kebijakan publik melalui perubahan kebijakan

publik.
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Dalam Kebijakan Publik juga terdapat evaluasi atau pengawasan terhadap
Kebijakan Publik yaitu Menurut Tangkilisan (2003:26) dalam melakukan evaluasi
Kebijakan publik, secara umum ada tiga aspek yang diharapkan dari seorang
analisis atau evaluator kebijakan yaitu : a.Aspek Perumusan Kebijakan, dimana
analisis atau evaluator berupaya untuk menemukan jawaban bagaimana kebijakan
tersebut dibuat atau dirumuskan; b.Aspek implementasi kebijakan, dimana
analisis atau evaluator berupaya mencari jawaban bagaimana kebijakan itu
dilakukan; c.Aspek evaluasi dimana analisis atau evaluator berusaha untuk
mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik
dampak yang diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan.

Dalam mengkaji ketiga aspek diatas tersebut,maka studi evaluasi
mempunyai cakupan yang sangat luas karena merupakan kegiatan yang bersifat
fungsional dan mencakup seluruh proses kebijakan public. Evaluasi dilakukan
dengan memenuhi syarat objektifitas dalam pengukuran terutama terhadap tujuan
dan tindakan yang ingin dicapai.Jadi pada prinsipnya evaluasi lingkungan
kebijakan publik memberikan sebuah definisi yang jelas bagaimana konteks
sebuah kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan di implementasikan.

Evaluasi kebijakan publik memiliki tiga pendekatan utama, yaitu evaluasi
semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoretis (Dunn 2003). Evaluasi
semu adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk
menghasilkan informasi yang valid dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan
tanpa berusaha untuk menanyakan manfaat atau nilai dari hasil tersebut kepada

individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Analisis utama dari
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evaluasi semu adalah ukuran tentang manfaat ataunilai merupakan sesuatu yang
dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial. Untuk menjelaskan variasi hasil
kebijakan sebagai produk variabel masukan dan proses, metode yang digunakan
di antaranya adalah rancangan eksperimental semu, kuesioner, teknik statistik,dan
lain-lain.

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai
hasil-hasil kebijakan, tetapi evaluasi hasil tersebut dilakukan atas dasar tujuan
program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan
dana administrasi program. Asumsi utama evaluasi formal adalah bahwa tujuan
dan target diumumkan secara formal, merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat
atau nilai kebijakan program. Metode analisis yang digunakan evaluasi formal
sama dengan yang digunakan evaluasi semu.Tujuannya identik, yaitu untuk
menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi hasil
kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan.

Perbedaannya, evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen
program,dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administratur untuk
mengidentifikasikan, mendefinisikan, dan menspesifikasikan tujuan dan target
kebijakan. Dalam evaluasi formal, tipe kriteria evaluatif yang paling sering
dipakai adalah efektivitas dan efisiensi. Evaluasi formal dapat bersifat sumatifdan
formatif. Mereka juga dapat melakukan kontrol langsung maupun tidak langsung.
Dalam kontrol langsung, evaluator dapat memanipulasi secara langsung tingkat

pengeluaran, program dan kelompok sasaran. Dalam kasus kontrol tidak langsung,
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maka masukan dan proses kebijakan tidak dapat secara langsung dimanipulasi.

Evaluasi keputusan teoretis merupakan pendekatan yang menggunakan
metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung
jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai
oleh berbagai pelaku kebijakan. Evaluasi keputusan teoretis berusaha untuk
memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan,baik
yang tersembunyi maupun yang dinyatakan.Tujuan dan target dari pembuat
kebijakan dan administratur merupakan salah satu sumber nilai. Semua pihak
memiliki andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan,
sehingga kinerja kebijakan akan dapat diukur dan diwujudkan bersama.

Evaluasi keputusan teoritis ini merupakan cara untuk mengatasi beberapa
kekurangan dari evaluasi semu dan evaluasi formal.Pertama, kurang dan tidak
dimanfaatkannya informasi kinerja.Sebagian informasiyang dihasilkan melalui
evaluasi kurang atau tidak pernah digunakan untuk memperbaiki pembuatan

kebijakan.

Kedua, ambiguitas kinerja tujuan.Banyak tujuan dan program publik yang
kabur. Misalnya, tujuan umum yang sama dalam bidang kesehatan dan upaya
mendorong konservasi energi yang lebih baik, dapat menghasilkan tujuan spesifik
yang saling bertentangan. Salah satu tujuan evaluasi keputusan teoretis adalah
mengurangikekaburantujuan.

Ketiga tujuan-tujuan saling bertentangan. Tujuan dan target kebijakan
public tidak dapat secara memuaskan diciptakan dengan memusatkan nilai-nilai

salah satu atau beberapa pihak. Dalam realitasnya,tujuan dan target pelaku
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kebijakan yang saling berlawanan tampak dalam hampir semua situasi dan kondisi
yang memerlukan evaluasi. Evaluasi keputusan teoretis berusaha untuk
mengidentifikasi berbagai pelaku kebijakan dan menampakkan tujuan-tujuan
mereka.

Evaluasi kebijakan menurut Samudro, dkk (1994) dilakukan untuk
mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3)
konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap
pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua
evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut
evaluasi implementasi , evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak
kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan
pemerintah untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang ada di
dalam masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang

mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Tangkilisan (2003:1) Implementasi kebijakan adalah tahap
pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti
halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah
peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnta standar
peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi

beberapa aspek kehidupannya.
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Menurut Wahab (1992:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek
penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya
bersangkut paut dengan penjabaran-penjabaran keputusan politik dalam prosedur-
prosedur rutin lesat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu.

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat
administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang
bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau
tujuan yang digunakan.

Menurut Sabatier (2018:128), mendefenisikan bahwa implementasi
kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-peerintah
atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yanag ingin diatasi,
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai
cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Horn (2018:128), mendefenisikan implementasi kebijakan publik
sebagai tindakan-tindakan ini mencakup sebelas usaha-usaha untuk mengubah
keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dama kurun waktu
tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan
yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan.
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Keberhasilan atau kegagagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh
variabel atau faktor-faktor yang saling berhubungan. Peneliti akan memaparkan
faktor-faktor dan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Anggara dalam bukunya Analisis
Kebijakan Publik (2014:257) mengemukakan ada tiga faktor yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the
problems)
a) Tingkat kesulitan dari masalah yang bersangkutan
b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik Kebijakan
a) Kejelasan isi kebijakan
b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijaka tersebut
d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana.
e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana

f) Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam
implementasi kebijakan.
3) Lingkungan kebijakan

a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
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b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan
c) Sikap kelompok pemilih.

d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Edwards yang dikutip oleh Anggara dalam bukunya Analisis
Kebijakan Publik (2014: 250) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh 4 variabel:

1. Komunikasi , memiliki peran yang penting untuk menentukan keberhasilan
kebijakan publik dalam implementasi

2. Sumber daya, yang diperlukan dalam implementasi berwujud sumber daya
manusia, financial, dan fasilitas fisik

3. Disposisi, adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau
program yang harus dilaksanakan.

4. Disposisi dan struktur birokrasi mekanisme kerja yang dibentuk untuk
mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Perlu adanya Struktur Operating
Procedure (SOP)

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dan
proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan ataupun program yang telah
ditetapkan dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui
meskipun kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan karena kurang di

implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.
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2.4  Pemanfaatan jam belajar masyarakat

Berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa di diartikan
berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan
memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002 : 928). Pemanfaatan
adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada
menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang
berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan
memanfaatkan (Poerwadarminto , 2002 : 125).

Jam belajar masyarakat (JBM) adalah suatu upaya untuk
menumbuh kembangkan budaya belajar dengan menciptakan suatu
kondisi lingkungan yang ideal yang dapat mendorong proses belajar
mengajar anak atau warga belajar, dan dapat berlangsung dalam suasana
aman, nyaman, tertib dan menyenangkan.

Menurut Krt Wahyuntana (2012) jam belajar masyarakat adalah
kearifan lokal, dimana Yogyakarta adalah kota yang pertama Kkali
mencetuskan program ini, dengan semboyan yang telah ada yaitu sawiji
(menyatukan tujuan), greget (semangat menuju tujuan), sengguh (
percaya diri mencapai tujuan) dan ora mingkuh (maju terus pantang
mundur)sebagai watak dasar atau karakter masyarakat Yogyakarta. Oleh
sebab itu jam belajar masyarakat seharusnya mendapatkan apresiasi
sebagai kebangkitan meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran di
Yogyakarta dengan melibatkan seluruh komponen sosial yang ada.

Sedangkan menurut Wasis Siswanto B.A ( 2012 ) ibarat “nututi



layangan pedhot” (bagai mengejar layang-layang putus) memberlakukan
kembali jam belajar masyarakat adalah titik awal bagi masyarakat
Yogyakarta dan seluruh stakeholder untuk membangkitkan kembali
reformasi yang baik sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa
sesungguhnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Gatot Warsono (2012) jam belajar
masyarakat adalah Upaya untuk menumbuh kembangkan budaya belajar
dengan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang ideal yang dapat
mendorong proses belajar mengajar anak/warga belajar dan dapat
berlangsung dalam suasana aman nyaman tertib dan menyenangkan.

Jam belajar masyarakat bukan program atau kebijakan yang lahir
begitu saja, jam belajar masyarakat lahir melalui studi kasus, melalui
kajian-kajian dan pengamatan. Berikut ini merupakan dasar hukum yang
mendasari terlahirnya jam belajar masyarakat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 58)

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).

3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 200 nomor 125,Tambahan

Lembaran Negara nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa
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kaliterakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor
56,Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);

4. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112
,tambahan Lembaran Negara nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
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Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan jam belajar masyarakat
adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada
menjadi bermanfaat untuk masyarakat belajar dengan suasana yang kondusif

dan mendukung untuk belajar pada waktu tertentu.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif dengan
pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu
fenomena dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Menurut Arikunto (2010:03) penelitian dekriptif adalah penelitian yang
dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau jal-hal lain yang sudah
disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk
menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan
keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak
atau sebagaimana mestinya.

Menurut Moelong (2006:11) pada penelitian deskriftif, data yang
dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu
disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan
berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi

tindakan dan lain-lain.
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Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan
analisisnya pada proses penyimpulan dedukatif dan indukatif serta pada analisis
terhadap hal yang akan diamati secara ilmiah.Dengan langsung wawancara
kepada objek penelitian yaitu para pelaku kebijakan publik di Kabupaten Deli
Serdang. Mulai dari pejabat pemerintah, Dinas terkait hingga masyarakat. Hal ini
dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran yang kemudian bisa ditarik

dengan sebuah kesimpulan.

3.2  Kerangka Konsep

[ \ KAdanya tujuan  yang hendzh
Implementasi Peraturan

dicapai  dalam  melaksanakan
Daerah Kabupaten Deli kebijakan.
Serdang nomor 05 tahun » -Adanya tindakan yang dilakukan

2012 tentang sesuai dengan kebijakan yang
Pemanfaatan Jam Belajar dilakukan.
Masyarakat di Kabupaten -Adanya kerjasama untuk
\ Deli Serdang j menjalankan kebijakan.
-Adanya hasil yang telah dicapai

' @Iam melaksanakan kebijakan. /
/ Meningkatkan kepeduliah ‘

masyarakat terhadap
pendidikan khususnya / . \
. Pemanfaatan Jam Belajar
keluarga dengan cara sejak Masyarakat Kegiatan J
dini menanamkan disiplin
untuk memanfaatkan

belaar kepada peserta didik. l- wakiu yang digunakan

e untuk masyarakat belaj
belajar kepada peserta didik y elajar
dengan suasana yang

serta meningkatkan budaya .
membaca dan belajar bagi kondusif dfan mendukung
untuk belajar pada waktu

kpeserta didik. / tertentu.

Gambar 0.1 Kerangka Konsep
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3.3  Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah
dikelompokkan kedalam varibel agar lebih terarah. Jadi,jelasnya, definisi konsep
dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata
yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain
kebenarannya.
1. Implementasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-
tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatasi dan
memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat baik secara
langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3. Implementasi kebijakan adalah tahapan dan proses yang dilakukan setelah
suatu kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan dengan maksud mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui meskipun kebijakan itu mungkin
mengalami kegagalan karena kurang di implementasikan dengan baik oleh para
pelaksana kebijakan.
4. Pemanfaatan jam belajar masyarakat adalah suatu kegiatan, proses, cara atau
perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat untuk masyarakat
belajar dengan suasana yang kondusif dan mendukung untuk belajar pada waktu

tertentu.
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3.4  Kategorisasi Penelitian
Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel

penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam
penelitian ini adalah:

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini, yaitu :

a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan.

b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan.

c. Adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan.

d. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan
orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi
pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten
Deli Serdang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat
diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai
berikut:

1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan

Deli Serdang

a. Dwi Indrawati, M.Pd
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penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka

Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu

a. Putri Farissah Salam, S.Pd

. Tokoh Masyarakat

a. Welly Atmaja

. Anggota DPRD Komisi | DPRD Kabupaten Deli Serdang

a. Mhd Darwis Batubara, M.Pd
Masyarakat

a.  Sumini

Teknik Pengumpulan Data
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Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a.

Teknik pengumpulan data primer, merupakan data yang langsung dari

objek penelitian, terdiri dari :

1. Metode wawancara secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan sebanyaknya-banyaknya hingga diperoleh informasi yang

rinci,

2. Metode observasi dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap

fenomena yang terjadi dilapangan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui

studi kepustakaan yang terdiri dari :



32

1. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpukan data dengan menggunakan
catatan dokumen atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta
sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

2. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan
menggunakan berbagai literatur seperti : dokumen-dokumen, buku,

karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7  Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data
kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di
rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara
deksriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut Moleong (2013 : 103), adalah proses mengatur
urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian
berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan terus-
menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam proses analisis data terdapat
tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu :

a. Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis Yyang
merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi

data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
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Penyajian data, merupakan suatu rangkaian informasi deskripsi dalam
bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dilakukan. Kajian
ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sitematis.

Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar
cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena
itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan

penelusuran data.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan

penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan

penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam melakukan penelitian ini

adalah Desa Bakaran Batu dan Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Pakam

Kabupaten Deli Serdang. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah Maret 2020 —

April 2020.

4.9

49.1

Deskripsi Ringkas Objek Penelitian
Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
Visi

Visi adalah rangkaian kata yang di dalamnyaterdapat impian yang harus

dicapai, cita-cita termasuk inti dari suatu Organisasi. Dapat dikatakan bahwa visi

menjadi tujuan suatu organisasi ataupun institusi. Yang berisi tentang pemikiran

para pendiri Organisasi. Pemikiran itu merupakan gambaran dari masa depan dari
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Organisasi tersebut. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
Memiliki Visi Sebagai berikut: “Terwujudnya layanan pendidikan yang kondusif
dan berkualitas dengan guru yang kompeten dan inspiratif serta dukungan warga
yang peduli untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia Deli Serdang yang
mandiri dan berkepribadian”.

Visi tersebut memberikan gambaran mengenai harapan masa depan yang
ingin dicapai. Layanan pendidikan yang kondusif adalalah layanan pendidikan
yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bermutu pada jenjang
PAUD, SD, SMP baik Formal maupun Non Formal. Sedangkan berkualitas
dimaksudkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Guru yang kompeten
dan inspiratif adalah guru yang bukan hanya memenuhi syarat kompetensi dan
kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi
anak didiknya belajar. Warga yang peduli adalah warga mau terlibat dan
membantu pendidikan. Sumber daya manusia yang mandiri adalah sumber daya
manusia yang bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga karakter
dan akhlak mulia. Sedangkan lulusan yang berkepribadian adalah adalah lulusan
pendidikan yang memiliki identitas diri dan memahami keberadaan dirinya dan
memiliki sikap yang bertanggung jawab.

Lulusan yang cerdas yang dimaksud dalam visi di atas adalah kecerdasan
yang komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas
intelektual. Jika ke-tiga kecerdasan ini dimiliki, maka masyarakat Deli Serdang

akan memiliki kepribadian.
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o Cerdas spiritual, maksudnya mampu beraktualisasi diri melalui olah
hati/kalou untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan,
ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan
kepribadian unggul.

o Cerdas emosional, maksudnya mampu beraktualisasi diri melalui olah
rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan
kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk
mengekspresikannya.

o Cerdas intelektual, maksudnyamampu beraktualisasi diri melalui olah
pikir untuk memperolen kompetensi dan kemandirian dalam ilmu

pengetahuan dan teknologi.

b. Misi
Misi adalah Tujuan Utama suatu Organisasi, maka dapat dikatakan bahwa
misi adalah suatu proses atau tahapan yang dapat dilalui oleh suatu lembaga atau
organisasi dengan tujuan bila mencapai visi tersebut. Disamping itu, misi dapat di
artikan sebagai suatu deskripsiatau organisasi yang berada di masayarakat.
Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan tersebut di atas dan untuk
memberikan arah dan fokus program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan 9

(sembilan) Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang kodusif dan berkualitas

sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
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Menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang menjangkau
seluruh lapisan masyarakat,

Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter melalui peningkatan,
penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan
sekolah berwawasan lingkungan.

Mengembangkan pendidikan kecakapan hidup (life skill) melalui
pendidikan kewirausahaan dan pemberdayaan pendidikan non formal.
Mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten
dan inspiratif melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan
keprofesian berkelanjutan (PKB) serta dorongan berprestasi.
Mengoptimalkan Program CERDAS melalui warga yang peduli,
dukungan industri dan organisasi profesi.

Meningkatkan tata kelola melalui pelayanan prima pendidikan dan
penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan
BERKARAKTER (Bersih, Kharismatik, Ramah, Aktif dan Tertib) dan
secara terus menerus menyempurnakan sistem manajemen mutu yang
efektif dan efesien.

Menyiapkan lulusan yang mandiri dan berkepribadian pada setiap

jenjang pendidikan formal dan non formal.
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Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas Pendidikan

melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan lingkup
tugas kependidikan

melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan

melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas dibidang pendidikan
melaksanakan administrasi dibidang pendidikan

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya;

melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup

pendidikan.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta
melaporkan urusan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Perencanaan penyelenggaraan pengembangan PTK PAUD dan Pendidikan
Non Formal

Pengatuan seksi PTK PAUD dan endidikan Non formal.

Pelaksanaan Urusan Pengembangan PTK PAUD dan Pendidikan Non
Formal.

Pengawasan penyelenggaraan pengembangan PTK PAUD dan Pendidikan
Non formal.

Pelaksanaan Tugas tambahan.
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Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi seta
melaporkan urusan PTK Pendidikan dasar.

Perencanaan penyelenggaraan urusan pengembangan PTK Pendidikan
dasar.

Pengaturan seksi PTK Pendidikan dasar.

Pelaksanaan urusan pengembangan PTK Pendidikan dasar.

Pengawasan urusan pengembangan PTK Pendidikan dasar.

Pelaksanaan tugas tambahan.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengha Pertama

Memimpin, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan
urusan bidang pembinaan sekolah menengah pertama(SMP).

Perencanaan penyelenggaraan urusan °%" pembinaan sekolah menegah
pertama.

Pengaturan penyelenggaraan urusan bidang pembinaan sekolah menengah
pertama.

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang pembinaan sekolah

menengah pertama.
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Pengawasan penyelenggaraan urusan bidang pembinaan sekolah
menengah pertama.

Pelaksanaan tugas tambahan.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Memimpin, merencanakan, mengatu, melaksanakan, dan mengawasi serta
melaporkan urusan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.
Merencanakan pemyelenggaraan urusan pembinaan peserta didik dan
pembangunan kaakter.

Pengaturan seksi pembinaann peserta didik dan pembangunan karakter.
Pelaksanaan urusan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.

Pengawasan urusan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.



Bagan Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Deli serdang

KEPALA DINAS
H.TIMUR
TUMANGGOR,S.SOS.,M.AP
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SEKERTARIS
YUSNALDI,M.PD.

KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
PERENCANAAN UMUM DAN TUGAS
KEUANGAN DAN BMD KEPEGAWAIAN PEMBANTUAN
JUNITA THERESIA ROMA SUWANDI
SIMAMORAS.E. PUTRA,M.Pd NAPITUPULU,S.Pd
M.Pd.
| |
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

Komitmen meningkatkan mutu pendidikan tak hanya terpati di hati
pelaksana kebijakan di tingkat pemerintah pusat atau para praktisi pendidikan.
Komitmen pada dunia pendidikan juga dicanangkan hingga ke tingkat Kelurahan
bahkan pedesaan. Salah satunya adalah Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk
Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah
dilaksanakan dengan mengambil beberapa sampel dengan responden untuk
memperkuat hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan jam
belajar masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang narasumber yaitu 1
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Deli
Serdang, 1 Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu, 1 Tokoh masyarakat, 1
Orangtua. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan telah
diperoleh berbagai data dan informasi mengenai tanggapan dan pendapat

narasumber.
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4.1.1 Deskripsi Narasumber

a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan Jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok
yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis
kelamin perempuan.

Tabel 4.1.1 Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Frekuensi Presentase

1 Laki-laki 2 40%

2 Perempuan 3 60%
Jumlah 5 100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber
berasal dari jenis kelamin Perempuan dengan persentase 60% sedangkan 2 orang

berasal dari narasumber berjenis laki-laki dengan persentase 40%.

4.1.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi Narasumber berdasarkan Umur dikelompokkan menjadi tiga
kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20-30 tahun, umur 30-45 tahun,
umur 45-55 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan

persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut.
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Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No.  Umur Frekuensi Presentase

1 20-30 1 20%

2 30-45 1 20%

g 45-55 g 60%
Jumlah 5 100%

Sumber: Data Wawancara tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa persentase narasumber
berumur mulai dari 20-30 tahun dengan frekuensi 1 orang yaitu 20%. Persentase
umur 30-40 tahun dengan frekuensi 1 orang yaitu 20%. Persentase umur 45-55

tahun dengan frekuensi 3 orang yaitu 60%.

4.2 DESKRIPSI HASIL WAWANCARA
4.2.1 Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan
Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan
Ibu Dwi Indrawati M.Pd selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter mengatakan bahwa tujuannya sudah ada di Perda tersebut yaitu
Kebijakan jam belajar masyarakat dibuat agar kondisi lingkungan belajar
masyarakat menjadi nyaman, aman, dan kondusif. Serta proses belajar peserta
didik dapat berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan kebijakan jam belajar
masyarakat yaitu masyarakat dapat berkomitmen dan sadar akan adanya kebijakan

jam belajar masyarakat.
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Dengan komitmen dan kesadaran masyarakat kegiatan belajar mengajar
dalam ruang lingkup masyarakat dapat berjalan efektif serta warga masyarakat
menaati dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh warga tentang
kebijakan jam belajar masyarakat. Jam Belajar Masyarakat ini pun sudah di
sosialisasikan ke masing-masing kelurahan dan kepala Desa untuk di
implementasikan ke masyarakat terkhusus peserta didik. Implementasi jam belajar
masyarakat tersebut sudah berjalan baik meskipun peraturan jam belajar
masyarakat sudah hilang atau tidak di implementasikan lagi dan implementasinya
pun hanya 2-4 tahun semenjak peraturan daerah tersebut disahkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020
dengan Kak Putri Farissah Salam, S.Pd selaku Kaur Pemerintahan mengatakan
bahwa jam belajar masyarakat tersebut sudah tidak ada lagi. jam belajar
masyarakat sempat berjalan pada masanya dan cukup berjalan baik. Tujuan yang
ingin dicapai oleh Pihak Desa tentu saja ingin anak-anak di Desa agar lebih Fokus
ke pendidikan nya. Tugas dan wewenang Kepala Desa dalam pelaksanaan jam
belajar masyarakat yaitu menjadi kordinator dalam hal mengawasi dan
menghimbau kepada masyarakat nya terutama peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020
dengan Tokoh Masyarakat Bapak Samsudin mantan Kaur Pemerintahan Desa
yang dulu menangani jam belajar masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya
Kegiatan jam belajar masyarakat ini cukup baik untuk anak-anak terutama Peserta
didik. Kegiatan jam belajar masyarakat sudah berjalan baik pada masanya akan

tetapi sudah hilang karena tidak adanya sanksi hukum bagi yang melanggar. Pihak
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Desa,organisasi masyarakat, kepala Dusun hanya bisa menghimbau untuk
menerapkan jam belajar masyarakat agar dilaksanakan. Bahkan Kepala Desa
sempat menjadi kordinator untuk jam belajar masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus
2020 dengan Bapak Darwis Batubara selaku Anggota DPRD Kabupaten Deli
Serdang mengatakan bahwa tugas beliau yang mewakilkan instansi DPRD
memberikan sosialisasi kepada Masyarakat. Adapun tujuan dari Perda tersebut
yaitu tujuan yang hendak dicapai pada Perda tersebut yaitu menjamin
keberlangsungan proses pembelajaran peserta didik dengan mengacu pada SNP
(Standar Nasional Pendidikan) serta Bagaimana mendidik anak, Bagaimana
Pembangunan Pendidikan berlangsung, Bagaimana antisipasi masalah-masalah
pendidikan yang muncul. Beliau juga mengatakan implementasi jam belajar
masyarakat ini sudah baik pada awal diterbitkannya perda tersebut namun
mengalami kemunduran. Mengenai sosialisasi juga sebenarnya harus update dan
harus terus digencarkan mengingat kebiasaan baik harus terus di ingatkan agar
tidak lupa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus
2020 dengan Ibu Sumini selaku Masyarakat di Desa Bakaran Batu mengatakan
bahwa hanya tau sedikit mengenai jam belajar masyarakat ini bahkan ada yang
tidak mengetahuinya seperti orangtua membiarkan anak-anak terutama peserta
didik yang tidak melakukan kegiatan positif seperti menonton tv diwaktu-waktu

krusial mereka untuk belajar. Beliau juga berharap jam belajar masyarakat
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dikembangkan baik dari segi regulasi dan penerapan nya bahkan menurut beliau

harus ada program yang bisa mendukung jam belajar masyarakat tersebut.

4.2.2 Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020
dengan Ibu Dwi Indrawati M.Pd selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter mengatakan bahwa Dinas Pendidikan melakukan
sosialisasi melalui Desa/Kelurahan dan berkordinasi ke desa untuk di
implementasikan ke masyarakat terutama peserta didik. Untuk bentuk sosialisasi
nya, Dinas Pendidikan memberikan spanduk/ baliho kepada seluruh Desa/
Kelurahan mengenai jam belajar masyarakat tersebut. Terkait pertanyaan apakah
ada jadwal yang disusun oleh Dinas Pendidikan Deli Serdang dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap peserta didik bahwa beliau mengatakan
tidak ada jadwal untuk itu dikarenakan untuk pembinaan dan pengawasan Pihak
Desa lah yang mempunyai jadwal kegiatan sepert itu. Beliau juga mengatakan
untuk melayani pengaduan masyarakat terkait peserta didik yang menghiraukan
jam belajar masyarakat justru pihak Desa lah yang berperan disini dengan dibantu
kepala-kepala Dusun nya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020
dengan Kak Putri Farissah Salam, S.Pd selaku Kaur Pemerintahan mengatakan
bahwa Desa melakukan sosialisasi dan kordinasi pelaksanaan Jam Belajar di Desa
Bakaran Batu dengan memberikan himbauan dan nasehat kepada peserta didik.

Mengenai tindakan berupa sanksi, Pihak Desa pernah melakukan razia-razia sosial
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dan tentu ada jadwal yang disusun Desa dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020
dengan Bapak Samsudin selaku Tokoh Masyarakat (Mantan Kaur Pemerintahan
Desa Bakaran Batu) mengatakan bahwa Pihak Desa sudah melakukan kewajiban
nya dengan baik meskipun sekedar himbauan karena tidak adanya aturan sanksi
bagi yang melanggar. Pihak Desa pun telah melakukan sosialisasi kepada Dusun-
dusun di Desa Bakaran Batu melalui kepala Dusun dan tiap-tiap Dusun diberikan
spanduk berisi himbauan jam belajar masyarakat.

Berikut ini merupakan program kerja tim jam belajar masyarakat Desa
Bakaran Batu, ada tiga jangka waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan

jangka panjang.

Program kerja tim JBM Desa Bakaran Batu dengan Kepala Desa sebagai
kordinator

a) Jangka Pendek;

1) Menyusun pengurus tim JBM, membentuk kepengurusan untuk
memantau kegiatan pelaksanaan kebijakan jam belajar masyarakat di
Desa Bakaran Batu

2) Mengadakan rapat dan pertemuan, rapat diadakan setiap bulan sekali
atau setiap semester bertujuan untuk melaporkan hasil belajar peserta
didik.

3) Mengadakan penyuluhan, memberikan informasi yang lebih terhadap

kebijakan jam belajar masyarakat
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b) Jangka Menengah :
1) Membuat Spanduk/baliho, merupakan seruan, kalimat ajakan untuk
menerapkan jam belajar masyarakat.
2) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan, pembinaan dilakukan untuk
jam belajar masyarakat yang lebih baik lagi.
3) Mengusahakan dana untuk kegiatan, dana dari swadaya masyarakat
dan bantuan dari organisasi-organisasi maysarakat yang ada.
¢) Jangka Panjang :
1) Mencetak generasi berprestasi, peserta didik mendapatkan prestasi
yang baik, akademik maupun non akademik.
2) Sosialisasi program JBM di setiap kesempatan yang ada, sosialiasi
JBM harus selalu di laksanakan supaya masyarakat tidak lupa.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus
2020 dengan Bapak Darwis Batubara selaku Anggota DPRD Kabupaten Deli
Serdang mengatakan bahwa Sosialisasi telah dilakukan bahkan sejak
diterbitkannya Perda tersebut. Tindakan yang dilakukan bisa berupa dibina dan
diberi nasehat agar peserta didik peduli terhadap pendidikan mereka dan
dilakukan oleh Aparat Desa dengan dibantu kepala-kepala dusun nya. Mengenai
apakah ada jadwal yang disusun untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
beliau mengatakan bahwa beliau turun langsung ke desa ataupun kelurahan untuk
melihat terlaksananya Perda nomor 5 tahun 2012 terutama mengenai jam belajar

masyarakat tersebut.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus
2020 dengan Ibu Sumini selaku Masyarakat di Desa Bakaran Batu mengatakan
bahwa Dinas Pendidikan tidak pernah mensosialisasikan hal tersebut kepada
beliau, kalaupun Pihak Pemerintah telah melakukan sosialisasi ,itupun hanya ke
sebagian Desa/kelurahan dan tidak pernah tau adanya sosialisasi mengenai hal
tersebut. Mengenai apakah jam belajar masyarakat sudah diterapkan ,beliau
mengatakan tidak pernah menerapkan jam belajar dirumah dikarenakan biasanya

anak-anak terutama peserta didik belajar disaat ada PR dari sekolah.

4.2.3 Adanya Kerjasama dalam menjalankan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020
dengan Ibu Dwi Indrawati M.Pd selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter mengatakan bahwa yang berperan dalam Pelaksanaan
Perda nomor 5 tahun 2012 terutama mengenai jam belajar masyarakat adalah
Sektor Pemerintah dan Sektor Swasta yang dimana dari Sektor Pemerintah ada
Dinas Pendidikan, DPRD yang diwakilkan Komisi 1, Aparatur Desa, masyarakat
sedangkan dari Sektor Pemerintah seperti Para Pengusaha dan Tokoh Masyarakat.
Bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas pendidikan dengan instansi lain yaitu
memberikan himbauan kepada Desa/kelurahan agar kebijakan jam belajar
masyarakat lebih di giatkan. Dampak kerjasama yang baik antar sektor
Pemerintah dan sektor Swasta diharapkan dapat memenuhi tujuan dari Perda

tersebut.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020
dengan Kak Putri Farissah Salam, S.Pd selaku Kaur Pemerintahan Desa Bakaran
Batu mengatakan bahwa yang berperan dalam kebijakan jam belajar masyarakat
yaitu ada Dinas Pendidikan, Camat, Kepala Desa/Lurah, dan terutama Orangtua.
Bentuk kerjasama Desa saling berkomunikasi dengan kepala-kepala Dusun nya
untuk Pelaksanaan jam belajar masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini
diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik untuk Kabupaten Deli
Serdang terutama Desa Bakaran Batu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020
dengan Bapak Samsudin selaku Tokoh Masyarakat (Mantan Kaur Pemerintahan
Desa Bakaran Batu) mengatakan bahwa Pihak Desa hanya bertanggungjawab
kepada Camat dan pada masanya pihak desa bekerjasama dengan Pewiritan,
Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan Jam Belajar Masyarakat .Pihak Desa
tidak ada bekerjasama dengan Dinas Pendidikan mengenai jam belajar
masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus
2020 dengan Bapak Darwis Batubara selaku Anggota DPRD Kabupaten Deli
Serdang mengatakan bahwa yang berperan paling penting disini adalah Orangtua
dengan didukung dari Pihak Desa, Dinas Pendidikan dan DPRD. Bentuk
kerjasama DPRD dengan Dinas Pendidikan yaitu membantu Dinas
mensosialisasikan Perda tersebut dan untuk Desa ataupun Camat yaitu dengan
turun langsung ke lapangan. Dengan adanya kerjasama ini dapat berdampak baik

bagi Kabupaten Deli Serdang terutama dalam hal Pendidikan.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus
2020 dengan Ibu Sumini selaku Masyarakat di Desa Bakaran Batu mengatakan
bahwa kegiatan Kerjasama beliau dengan anggota Keluarganya yaitu mematikan
televisi di Jam-jam Belajar , tidak bermain keluar rumah pada malam hari, saling
mengingatkan antar masyarakat. Beliau mengatakan bahwa kerjasama dengan

tetangga juga termasuk dalam hal mendukung kebijakan jam belajar masyarakat.

4.2.4 Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020
dengan Ibu Dwi Indrawati M.Pd selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam
implementasi jam belajar masyarakat tersebut yaitu kurangnya kesadaran
masyarakat bahwa pendidikan itu penting karena kebijakan jam belajar
masyarakat tersebut sudah dianggap sukses oleh pihak Dinas sehingga kebijakan
tersebut sudah tidak di terapkan dan ditekankan lagi. Dalam hal evaluasi dan
monitoring sudah pernah dilakukan dan evaluasi nya dalam bentuk rapat.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020
dengan Kak Putri Farissah Salam, S.Pd selaku Kaur Pemerintahan Desa Bakaran
Batu mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi jam belajar
masyarakat ini yaitu dari kesadaran masyarakat sendiri terutama orangtua yang
mempunyai anak didik. Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala
Desa sebelumnya dan sudah pernah dilakukan. Kepala Desa melakukan evaluasi

jam belajar masyarakat yaitu terus memberikan pemahaman kepada masyarakat
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melalui jajaran-jajaran dibawahnya dan melalui perkumpulan-perkumpulan di
masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020
dengan Bapak Samsudin selaku Tokoh Masyarakat(Mantan Kaur Pemerintahan
Desa Bakaran Batu) mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam
implementasi jam belajar masyarakat ini adalah tidak adanya sanksi hukum di
dalam himbauan kebijakan tersebut,tidak adanya anggaran yang bisa mendukung
serta mensukseskan jam belajar masyarakat tersebut, kurangnya kesadaran
masyarakat pentingnya pendidikan terutama dalam hal jam belajar, dan masih ada
beberapa warga yang kesulitan dengan mengontrol anaknya ketika pulang sekolah
agar langsung pulang sekolah. Sebab pada saat ini sekolah banyak yang pulang
sore untuk les ataupun mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dari sekolah anak-
anak biasanya langsung diajak oleh teman-temanya main, sehingga tidak langsung
pulang kerumah.

Monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan oleh Pihak Desa untuk
jam belajar masyarakat ini dalam waktu 1-2 bulan sekali dengan Kepala Desa
sebagai Kordinator. Pihak Desa Bakaran batu melakukan evaluasi implementasi
jam belajar masyarakat dalam bentuk penekanan himbauan agar jam belajar
masyarakat tersebut diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus
2020 dengan Bapak Darwis Batubara selaku Anggota DPRD Kabupaten Deli
Serdang mengatakan bahwa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman

masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama Jam Belajar Masyarakat. Untuk
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Evaluasi dari Dinas dan Desa, menurut beliau masih kurang dan beliau mewakili
DPRD turun langsung untuk monitoring dan evaluasi karena DPRD berperan
dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan. Beliau juga mengatakan Peraturan ini
tidak memberatkan masyarakat justru lebih baik dilaksanakan tetapi amat
disayangkan bagi masyarakat tidak mau menerapkan nya ke Anak-anak
khususnya Peserta didik. Respon Masyarakat mengenai jam belajar masyarakat
juga positif dan antusias.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus
2020 dengan Ibu Sumini selaku Masyarakat di Desa Bakaran Batu mengatakan
bahwa masyarakat banyak berharap pihak Pemerintah selaku Pembuat Peraturan
harus lebih peduli dengan Pendidikan karena itu adalah satu tujuan Indonesia
terutama Kabupaten Deli Serdang apalagi dengan diadakan dengan perlombaan-
perlombaan untuk mendukung Pendidikan terutama peraturan tersebut. Beliau
juga mengatakan dengan adanya jam belajar masyarakat ini anak-anak lebih
tenang melakukan belajar di rumah sehingga anak-anak memahami dan

mengingat apa yang telah ia pelajari.
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4.3 PEMBAHASAN
4.3.1 Adanya Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan

Kebijakan

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide,
konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan
dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan
sikap.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang, Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu, Tokoh
Masyarakat. Anggota DPRD Komisi 1 dan Masyarakat. Tujuan yang hendak
dicapai pada Perda tersebut yaitu menjamin keberlangsungan proses pembelajaran
peserta didik dengan mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) dan
menjamin bahwa syarat tidak ada lagi syarat bagi anak-anak yang mendaftar
sekolah untuk menjulurkan tangan nya ketelinga karena itu bukan termasuk
Standar Nasional Pendidikan.

Dari hasil analisis penulis, tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan
Daerah Kabupaten Deli Serdang No.5 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam
bmasyarakat sudah sesuai yaitu menjamin keberlangsungan proses pembelajaran
peserta didik dengan mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) untuk
menciptakan sumber daya manusia di daerah yang bertagwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berbudaya, cakap,kreatif dan
tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadi

Warga Negara yang mandiri dan bertanggung jawab serta di Kabupaten Deli
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Serdang tidak ada lagi syarat bagi anak-anak yang mendaftar sekolah untuk
menjulurkan tangan nya ketelinga karena itu bukan termasuk Standar Nasional

Pendidikan.

4.3.2 Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan
untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun
swasta.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang, Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu, Tokoh
Masyarakat. Anggota DPRD Komisi 1 dan Masyarakat. Tindakan yang dilakukan
yaitu memberikan sosialiasi dan himbauan kepada masyarakat, membuat razia,
serta saling mengingatkan antar sesama masyarakat yang mempunyai anak-anak
yang masing sekolah.

Dari hasil analisis penulis, tindakan yang dilakukan sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Deli Serdang No.5 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam
belajar masyarakat sudah berjalan baik yaitu dengan dilakukannya sosialisasi
secara berkala oleh Pihak Desa dan Instansi terkait. Untuk tindakan seperti sanksi
yaitu razia dan himbauan bahkan pada awal disahkan Perda tersebut namun
penerapan jam belajar masyarakat hampir hilang dikarenakan kurangnya
pemahaman dan kesadaran masyarakat, dilain pihak tidak menyeluruhnya

sosialisasi dari Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan jam belajar
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masyarakat dikarenakan masih ada masyarakat terutama orangtua yang tidak tau

jam belajar masyarakat ini.

4.3.3 Adanya Kerjasama dalam menjalankan Kebijakan

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat
administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang
bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau
tujuan yang digunakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang, Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu, Tokoh
Masyarakat. Anggota DPRD Komisi 1 dan Masyarakat. Kerjasama yang
dilakukan untuk menjalankan kebijakan yaitu DPRD membantu Dinas Pendidikan
dengan turun langsung mensosialisasikan Perda nomor 5 tahun 2012 tersebut,
Sedangkan Pihak Desa bekerjasama dengan kepala-kepala dusun untuk memasang
baliho atau spanduk di setiap dusun.

Dari hasil analisis penulis, Kerjasama yang dilakukan untuk menjalankan
kebijakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.5 tahun 2012 dalam
rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat sudah terlaksana dengan baik yang
dilakukan oleh Pihak DPRD, Dinas Pendidikan, Tokoh Masyarakat dan Apatur
Desa dengan dibantu kepala-kepala Dusun nya dan dilakukan sesuai tupoksi di
bidang nya masing-masing. Bentuk kerjasama DPRD dengan Dinas Pendidikan
yaitu membantu Dinas mensosialisasikan Perda tersebut dengan turun langsung

keDesa ataupun kelurahan dan Dinas memberikan spanduk ataupun baliho ketiap-
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tiap Desa atau Kelurahan Sedangkan Aparatur Desa ataupun Camat yaitu dengan

turun langsung ke lapangan.

4.3.4 Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan

Menurut Purwanto (2012 : 12) implementasi merupakan suatu keluaran
kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementator
kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan
kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang, Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu, Tokoh
Masyarakat. Anggota DPRD Komisi 1 dan Masyarakat. Hasil yang telah dicapai
dalam melaksanakan kebijakan untuk yaitu tidak ada lagi syarat bagi anak-anak
didik untuk mendaftar sekolah yang mewajibkan menjulurkan tangan ketelinga,
Dilakukannya monitoring dan evaluasi olen Pihak Desa untuk jam belajar
masyarakat ini dalam waktu 1-2 bulan sekali dengan Kepala Desa sebagai
Kordinator. Pihak Desa Bakaran batu melakukan evaluasi implementasi jam
belajar masyarakat dalam bentuk penekanan himbauan agar jam belajar
masyarakat tersebut diterapkan. Narasumber juga mengatakan DPRD yang
diwakilkan komisi 1 turun langsung untuk monitoring dan evaluasi karena DPRD
berperan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan. Beliau juga mengatakan
Peraturan ini tidak memberatkan masyarakat justru lebih baik dilaksanakan tetapi

amat disayangkan bagi masyarakat tidak mau menerapkan nya ke anak-anak
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khususnya Peserta didik. Respon Masyarakat mengenai jam belajar masyarakat
juga positif dan antusias.

Berdasarkan hasil analisis penulis, hasil yang telah dicapai dalam
menjalankan kebijakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.5
tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat pada awalnya
cukup baik namun kendala saat ini yaitu kurangnya sosialisasi yang terus
dilakukan dari Pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat sehingga
implementasinya dari masyarakat menjadi kurang dimanfaatkan, dan masih ada
beberapa warga yang kesulitan dengan mengontrol anaknya pada saat jam-jam

belajar berlangsung.



BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara,
keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh, maka dapat diperoleh
kesimpulan bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 05
tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli
Serdang sudah terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari :

Pertama, adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan
kebijakan sudah sesuai yaitu menjamin keberlangsungan proses pembelajaran
peserta didik dengan mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) untuk
menciptakan sumber daya manusia di daerah yang bertagwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berbudaya, cakap,kreatif dan
tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadi
warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab serta di Kabupaten Deli
Serdang tidak ada lagi syarat bagi anak-anak yang mendaftar sekolah untuk
menjulurkan tangan nya ketelinga karena itu bukan termasuk Standar Nasional
Pendidikan.

Kedua, adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sudah
berjalan baik yaitu dengan dilakukannya sosialisasi secara berkala oleh Pihak
Desa dan Instansi terkait. Untuk tindakan seperti sanksi yaitu razia dan himbauan
bahkan pada awal disahkan Perda tersebut namun penerapan jam belajar

masyarakat hampir hilang dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran
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masyarakat, dilain pihak tidak menyeluruhnya sosialisasi dari Pemerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan jam belajar masyarakat dikarenakan masih ada
masyarakat terutama orang tua yang tidak tau jam belajar masyarakat ini.

Ketiga, adanya kerja sama dalam menjalankan kebijakan sudah terlaksana
dengan baik yang dilakukan oleh Pihak DPRD, Dinas Pendidikan, Tokoh
Masyarakat dan Apatur Desa dengan dibantu kepala-kepala dusun nya dan
dilakukan sesuai tupoksi di bidang nya masing-masing. Bentuk kerjasama DPRD
dengan Dinas Pendidikan yaitu membantu Dinas mensosialisasikan Perda tersebut
dengan turun langsung keDesa ataupun kelurahan dan Dinas memberikan spanduk
ataupun baliho ketiap-tiap Desa atau Kelurahan Sedangkan Aparatur Desa
ataupun Camat yaitu dengan turun langsung ke lapangan.

Keempat, adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan
pada awalnya cukup baik namun kendala saat ini yaitu kurangnya sosialisasi yang
terus dilakukan dari Pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat sehingga
Implementasinya dari masyarakat menjadi kurang dimanfaatkan, dan masih ada
beberapa warga yang kesulitan dengan mengontrol anaknya pada saat jam-jam

belajar berlangsung.

52  Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan maka
penulis memberikan saran dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli
Serdang nomor 05 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat

antara lain :
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1. Diharapkan Dinas Pendidikan sebagai implementor utama mampu
mewujudkan Pendidikan yang nyaman sesuai dengan Kkepentingan
kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

2. Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran dan juga instansi terkait
sangat bagus. Diharapkan implementasi kebijakan ini bisa dilakukan
rutin sehingga manfaat yang diterima kelompok sasaran semakin besar.

3. Diharapkan letak pengambil keputusan di lapangan dalam implementasi
jam belajar masyarakat diberikan sepenuhnya kepada pengawas dan
koordinator lapangan sehingga masalah yang terjadi di lapangan bisa
langsung ditanggapi.

4. Tingkat kesadaran masyarakat sangat rendah. Diharapkan Dinas
Pendidikan menciptakan strategi yang handal untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat, baik dari segi sosialisasinya maupun komitmen

para pelaksana kebijakan.
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Draft wawancara (Instrumen Penelitian)

Yang terhormat, Bapak/Ibu dalam rangka Penelitian Skripsi saya yang berjudul
“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 05 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM
BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG” maka saya
mohon Bapak/Ibu dapat membantu menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi
bagian instrument penelitian saya. Atas kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima
kasih.
5.8  Draft wawancara dengan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

Identitas

Nama : Dwi Indrawati, M.Pd

Umur :50

Jabatan : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas

Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

I. Draft Wawancara
A. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan
1. Apa saja tugas dan wewenang Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan jam

belajar masyarakat?



. Bagaimana cara yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan dalam
menerapkan jam belajar masyarakat terhadap peserta didik di Kabupaten
Deli Serdang?

. Apakah Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2012 sudah terimplementasi
dengan baik?

. Dengan terlaksananya kebijakan jam belajar masyarakat,apa tujuan yang

ingin dicapai oleh pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?

. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang
dilakukan.

. Bagaimana Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi dan kordinasi
Pelaksanaan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?

. Apakah Dinas Pendidikan Deli Serdang melakukan tindakan berupa
sanksi terhadap Peserta didik yang melanggar apabila tidak mematuhi
jam belajar masyarakat?

. Apakah ada jadwal yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli
Serdang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peserta
didik untuk memanfaatkan jam belajar masyarakat ?

. Apa yang dilakukan Dinas dalam melayani pengaduan masyarakat terkait

peserta didik yang menghiraukan jam belajar masyarakat?



C. Adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan.

1. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan jam belajar
masyarakat ini?

2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Pendidikan maupun
instansi lain dalam pelaksanaan jam belajar masyarakat di Kabupaten
Deli Serdang?

3. Apakah dengan adanya kerjasama ini dapat berdampak dalam

Pelaksanaan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?

D. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
1. Kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi jam belajar
masyarakat ini?
2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?
3. Apayang dilakukan dinas dalam evaluasi implementasi jam belajar

masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?



Il. Draft wawancara di Kantor Kepala Desa Bakaran Batu

Identitas
Nama : Putri Farissah Salam, S.Pd
Umur 125
Jabatan : Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu

A. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan

1. Apa saja tugas dan wewenang Kepala Desa dalam pelaksanaan jam
belajar masyarakat?

2. Bagaimana cara yang dilakukan pihak Desa dalam melaksanakan jam
belajar masyarakat terhadap peserta didik di Desa Bakaran Batu?

3. Apakah Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2012 mengenai jam
belajar masyarakat sudah terimplementasi dengan baik?

4. Dengan terlaksananya kebijakan jam belajar masyarakat,apa tujuan

yang ingin dicapai oleh pihak Desa?

B. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang
dilakukan.
1. Bagaimana Desa melakukan sosialisasi dan kordinasi Pelaksanaan
jam belajar masyarakat di Desa Bakaran Batu?
2. Apakah Desa melakukan tindakan berupa sanksi terhadap Peserta
didik yang melanggar apabila tidak mematuhi jam belajar

masyarakat?



3. Apakah ada jadwal yang disusun oleh Desa dalam melakukan
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap peserta didik untuk
memanfaatkan jam belajar masyarakat ?

4. Apa yang dilakukan Desa dalam melayani pengaduan masyarakat

terkait peserta didik yang menghiraukan jam belajar masyarakat?

C. Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan.

1. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan jam belajar
masyarakat ini?

2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Desa maupun instansi lain
dalam pelaksanaan jam belajar masyarakat ?

3. Apakah dengan adanya kerjasama ini dapat berdampak dalam

pelaksanaan jam belajar masyarakat di Desa Bakaran Batu?

D. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
1. Kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi jam belajar
masyarakat ini?
2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?
3. Apayang dilakukan Desa dalam evaluasi implementasi jam belajar

masyarakat di Desa Bakaran Batu?



M. Draft wawancara dengan Tokoh Masyarakat
Identitas
Nama : Welly Atmaja
Umur 40

Pekerjaan : Pedagang

a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
1. Bagaimana tanggapan saudara dengan adanya kebijakan jam belajar
masyarakat ?
2. Apakah Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2012 mengenai jam

belajar masyarakat sudah terimplementasi dengan baik?

b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang
dilakukan.
1. Apakah Dinas Pendidikan atau Kepala Desa sudah pernah melakukan
sosialisasi mengenai jam belajar masyarakat?
2. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan atau kepala desa terhadap pelaksanaan kebijakan jam

belajar masyarakat?



c. Adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan.
1. Apakah masyarakat terkhusus orangtua saling bekerjasama dalam
mendukung kebijakan jam belajar masyarakat?
2. Bagaimana kerjasama masyarakat terkhusus orangtua dalam

mendukung kebijakan jam belajar masyarakat?

d. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.

1. Apa saja manfaat yang di dapat oleh masyarakat terkhusus peserta
didik dengan dibentuknya kebijakan mengenai Jam Belajar
Masyarakat?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi jam belajar

masyarakat di Desa Bakaran batu?



IV . Draft wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang

Identitas

Nama

Umur

: Mhd Darwis Batubara.,M.Pd

Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang

a. Ad

anya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan

1. Apa saja tugas dan wewenang Pihak DPRD dalam Peraturan Jam

2.

Belajar Masyarakat?
Bagaimana cara yang dilakukan pihak DPRD dalam melaksanakan
Jam Belajar Masyarakat terhadap peserta didik di Desa Bakaran
Batu?
Apakah Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2012 sudah
terimplementasi dengan baik?
Dengan terlaksananya kebijakan Jam Belajar Masyarakat,apa tujuan

yang ingin dicapai oleh pihak DPRD Kabupaten Deli Serdang?

b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang

dilakukan.

1.

Bagaimana DPRD Kabupaten Deli Serdang melakukan sosialisasi
dan kordinasi mengenai jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli

Serdang?



2.

Apakah DPRD Kabupaten Deli Serdang melakukan tindakan berupa
sanksi terhadap peserta didik yang melanggar apabila tidak

mematuhi jam belajar masyarakat?

3. Apakah ada jadwal yang disusun oleh DPRD Kabupaten Deli

4.

Serdang dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik untuk
memanfaatkan jam belajar masyarakat ?

Apa yang dilakukan DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam melayani
pengaduan masyarakat terkait peserta didik yang menghiraukan jam

belajar masyarakat?

c. Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan.

1. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan jam belajar

3.

masyarakat ini terutama dari sektor Pemerintah?

Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan DPRD Kabupaten Deli
Serdang dalam pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten
Deli Serdang?

Apakah dengan adanya kerjasama ini dapat berdampak besar dalam

Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?

d. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.

1.

2.

Kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Jam Belajar
Masyarakat ini?

Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?



3. Apa yang dilakukan DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam evaluasi
Implementasi jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?

4. Bagaimana Respon Masyarakat mengenai jam belajar masyarakat?

IV.  Draft wawancara dengan Masyarakat

Identitas
Nama : Sumini
Umur 155

Pekerjaan : lIbu rumah tangga

a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
1. Apa yang Bapak/lbu yang ketahui Jam Belajar Masyarakat?
2. Apa yang Bapak/lIbu harapkan dari adanya kebijakan Jam

Belajar Masyarakat ?

b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang
dilakukan.

1. Apakah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas
Pendidikan telah melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat
tentang Jam Belajar Masyarakat?

2. Apakah Bapak/lbu sudah mengikuti atau mengetahui kegiatan
sosialisasi mengenai Jam Belajar Masyarakat?

3. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan Jam Belajar agar peserta didik

memanfaatkan waktunya?



c. Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan.
1. Bagaimana kegiatan kerjasama Bapak/lbu dalam mendukung

kebijakan Jam Belajar Masyarakat ini?

d. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
1. Kebijakan bagaimana yang bapak/ibu harapkan dari Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung Jam Belajar

Masyarakat ?
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul | cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.055/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor:
975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan
Rekomendasi Ketua Program Studi limu Administrasi Publik tertanggal : 31 Januari 2020 dengan
ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut

Nama mahasiswa : DIKY LISTANTO

NPM : 1603100039

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester - VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI

SERDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA
PEMANFAATAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN
DELI SERDANG

Pembimbing : IDA MARTINELLL SH., M M.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

L. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan
sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor:
975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.

2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak
selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 10 Jumadil Akhir 1441 H
04 Februari 2020 M

Tembusan -

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi-Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;

3. Pertinggal.

[



~ MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http:/iwww.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3
PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Kepada Yth. Medan, | & P0RY o 70
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan. >

Assalamu’alaikam wr, whb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan
[Imu Politik UMSU :

Nama lengkap : O\V’\( \«\%fﬁ m

NPM - \bv2 o039

Jurusan - \lw MM“’\?S O PQILI"k

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Propos% kripsi yang ditetapkan dengan Surat

Penetapan  Judul = Skrips;j an  Pembimbing No. dI3.. /SK/IL.3/UMSU-03/F/20.1¥.. tanggal
SR “\ML“‘)&’%‘ fl'SNNQ\)e( 288 dengan judul sebagai berikut :

Ber:

vi
0

ma permohonan ini saya lampirkan : -

Surat Penetapan Judul Skripsi (SK. - 1);

Surat Penetapan Pembimbing (SK-2):

DKAM yang telah disahkan;

Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;

Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;

Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi:

Propsosal Skripsi yang telzh disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

R

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya
ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menvetujui : Pemohon,
= Pen}imbing

/ = 2 K MR N e e )

&



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK4

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Program studi

272/KEP/NI.3-AU/UMSU-03/F/2020

- llmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal Senin, 06 April 2020
Waktu 09.00 WIB s/d. Selesai
Tempat Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar . Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd
No. Nama Mahasiswa Penyaji INomor P.“nk Dosen Penanggap Dosen Pembimbing Judul Proposal Skripsi
Mahasiswa
ANANDA MAHARDIKA, .50, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM
e e L T PRAMARTINELLY. SH. MM RANGKA PERLINDUNGAN KHUSUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MEDAN
[ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, IMPLEMENTAS! KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1182 TAHUN
T JWFARE HDAYAY 1603100046 1, <p [SYAFRUDDIN, 5 Sos, M 2015 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMUKIMAN KUMUH
[ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, IMPLEMENTAS! PERATURAN DAERAH NO. § TAHUN 2003 DALAM RANGKA
& P AREAHMATONDANG 1603100007 £, op PEMUAAIRON Bado, JLPE, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS WILAYAH KOTA MEDAN
IMPLEMENTAS! PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN
o | WULAN KRISMIATI NINGSIH 1603100048 I:“N:;'D“ MAHARDIKA, 8.505,  lovaArRUDDIN, S.Sos, MH 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN EFISIENS! PELAYANAN
: KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN ASAHAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
10 | DKy USTANTO 1603100039 |NALIL KHAIRIAH, S.IP, MPd  |IDA MARTINELLY, SH, MM NOMOR § TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM BELAJAR

MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG

. S.Sos.. MSP.
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Sk-10
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGCILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 653/UND/IL3-AUUMSU-03/F/2020

Ungap; Cortot | TP Cayy Pogram Studi o limu Administrasi Publik
Hari, Tanggal . Selasa, 27 Oktober 2020
Waktu : 08.00 WIB s .d. Selesai
Tempat . Ruang LAB. FISIP UMSU
: TIM PENGUJI
i No. Nama Mahasiswa sind onok Judul Skripsi
L Mahasiswa PENGUJIT PENGUJILII PENGUJI I
I ANANDA MAHARDIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMCR
& TDIRY LISTANTO 1603100039 JDre. R KUSNADI, MAP $S M‘éP " |IDAMARTINELLY, SH., MM 05 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM BELAJAR
[ ol MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG
l \
7 R P—— |
2
9
10
Notulls Sidang : Medan, 07 Rabiul Awwal 1442 H

24 Oktober 2020 M

1. e
; ’.. AN
_ J\ ¥ n{)/D{‘e(apk oleh !

Panitia Ujian

Dr MUHAMMAD ARIFIN, SH, M. Hum)j\/ Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
" UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

u M su Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id  Email: rektor@umsu.ac.id

Unggui | Cardas! Terpercayy

Qainya

Nomor : 320/KET/11.3-AU/UMSU-03/F/2020 Medan, 14 Syawal 1441 H
Lampiran : -.- 06 Juni 2020 M
Hal : Mohon Diberikan izin

Penecelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Kesbangpol Kabupaten Deli Serdang
di-

Tempat.
Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sechat wal’afiat serta sukses dalam menjalankan
segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu

(81), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : DIKY LISTANTO

NPM : 1603100039

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI

SERDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA
PEMANFAATAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN
DELI SERDANG

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu ‘alaikum wr. wb.

<&



- PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No.4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telepon (061) 7952964
E-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 070/ 83

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara Nomor 320/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal 06 Juni 2020 perihal permohonan izin
Rekomendasi Riset oleh :

a. Nama . Diky Listanto
b. Alamat :JI. Mustafa Gg. Lama No.1 Kota Medan
c. Pekerjaan . Mahasiswa
d. NIP/NIM/KTP : 1272071806980001
e. Jurusan : llmu Administrasi Publik
f. Judul . Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun
2012 Dalam Rangka Pemanfaatan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten
Deli Serdang
g. Daerah/lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang dan Kantor Kepala Desa Bakaran
Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
h. Lama : 1 (satu) Bulan
i. Peserta . Sendiri
j. Penanggung Jawab . Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar
yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di
daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil
pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.
Lubuk Pakam, ©8 Juni 2020
An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
_~DAN PORITIK KABUPATEN DELI SERDANG
/o~ SEKRET?
NIP. 19690613 199009 1 003
Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang ( sebagai laporan ).
2. Yth. Ka. BAPPEDA Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Dekan Fakultas limu Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yth. Ka Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Yth. Kades Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.
6. Pertinggal.

4



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
Telepon. (061) - 7€851422, Faks. (061) - 7951422
E-mail : bappedadeliserdangkab@gmail.com

Nomor
Sifat

Lampiran

Perihal

Lubuk Pakam, (\Q Juni 2020

070/ [ 116 /BPDS/2020 Kepada Yth:
Biasa 1. Kepala Dinas Pendidikan
= 2. Camat Lubuk Pakam
Rekomendasi/ 1zin Kabupaten Deli Serdang
Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN di -

Tempat

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poﬁﬁk Kabupaten
Deli Serdang Nomor : 070/473 tanggal 08 Juni 2020 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 320/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020
tanggal 06 Juni 2020 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

a. Nama : Diky Listanto

b. Alamat : J1. Mustafa Gg. Lama No. 1 Kota Medan

c. NIM/NIP/KTP : 1272071806980001

d. Pekerjaan : Mahasiswa

e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

f. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5
Tahun 2012 dalam Rangka Pemanfaatan Jam Belajar Masyarakat
di Kabupaten Deli Serdang

g. Daerah / Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kantor Kepala Desa Bakaran Batu
Kec. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

h. Lama Penelitian : 1 (satu) bulan

i.  Peserta : Sendiri

j.  Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada
Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi
ketentuan peraturan yang berlaku.

r

Demikian disampaikan, atas bantuannva kami ucapkan terima kasih.

Ir. REMUS HASIHOLAN PARDEDE, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19560506 199203 1 004

Tembusan Kepada Yth:

YR N

Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU

Kades. Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang

Yang Bersangkutan

&



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora ds@yahoo.com, Website : http // www.dikpora-ds.org

Lubuk Pakam, 12 Juni 2020

Nomor : 800/ 3§88 .SKR/2020 Kepada Yth.
Lamp : -- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Hal : Izin Rekomendasi Penelitian UMSU

di-

Tempat

1. Memenuhi maksud surat BAPPEDA Kabupaten Deli Serdang Nomor
070/1116/BPDS/2020 , hal mohon Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset :

Nama : DIKY LISTANTO
NIM : 1272071806980001
Program Studi : [lmu Administrasi Publik

2. Pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menyetujuinya. Dengan
Judul Penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5
Tahun 2012 dalam Rangka Pemanfaatan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten Deli
Serdang”

3. Penelitian dilakukan dalam batasan permintaan data yang dibutuhkan

4. Hasil penelitian agar dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli
Serdang.

5. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang

&



DINAS PENDIDIKAN
Jalan Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora ds@yahoo.com, Website : http // www.dikpora-ds.org

Lubuk Pakam, ©©- 07 - 2020

Nomor : 800/ 4754  .SKR/2020 Kepada Yth.
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1. Memenuhi maksud surat BAPPEDA Kabupaten Deli Serdang Nomor :
070/1116/BPDS/2020 , hal mohon Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset :

Nama - DIKY LISTANTO
NIM : 1272071806980001
Program Studi : Hlmu Administrasi Publik

2. Pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menyetujuinya. Dengan
Judul Penelitian “fimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5
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. 3. Bahwa nama tersebut telah mengadakan penelitian selama I(satu) bulan di Dinas
enaidiimmm Serdang .
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Tembusan Kepada Yth:
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang



